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ORINEWS.id – Presiden Prabowo Subianto tampaknya telah dibuat
pusing oleh ulah dua menterinya, Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Menteri Keuangan Sri
Mulyani  Indrawati,  dalam  masa  100  hari  pertama
pemerintahannya.

Bahlil bikin pusing Prabowo karena telah membuat kelangkaan
Liquefied  Petroleum  Gas  (LPG)  ukuran  3  kilogram  yang
menyengsarakan rakyat. Sementara Sri Mulyani soal penetapan
Direktur  Jenderal  Anggaran  Kementerian  Keuangan  (Kemenkeu),
Isa Rachmatarwata, sebagai tersangka dalam kasus korupsi PT
Asuransi Jiwasraya.

Kira-kira begitu pandangan Pengamat Politik Rocky Gerung dalam
podcast bersama Jurnalis Senior Hersubeno Arief yang dikutip
redaksi, Sabtu, 8 Februari 2025.

“Pak  Prabowo  sebagai  presiden  dibikin  pusing  kepala  oleh
Bahlil, sekarang pasti dibikin pusing kepala oleh Kemenkeu
yang  dijunjung  tinggi  sebagai  lembaga  dengan  intensif
tertinggi,  dengan  standar  moral  tertinggi  ternyata  Dirjen
Anggaran ditangkap Kejaksaan. Lalu moral apa yang menyebabkan
sang dirjen ditangkap?” tanya Rocky.
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Itu sebabnya, Rocky meminta Sri Mulyani muncul ke publik dan
menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi.

“Harusnya Sri Mulyani datang ke depan publik dan terangkan apa
yang  terjadi,  sebetulnya  kondisi  moral  apa  yang  ada  di
Kemenkeu  sehingga  pejabat  tingginya  ditangkap  oleh  Jaksa,”
tegas Rocky.

Usai menjadi tersangka korupsi dengan kerugian negara mencapai
Rp16 triliun, Isa ditahan dan dijerat dengan Pasal 2 ayat (1)
atau Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah
diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan
Tindak  Pidana  Korupsi,  serta  Pasal  55  ayat  (1)  ke-1
KUHP.[source:rmol]


